
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 6 

TENTANG 

PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ke ten tuan Pasal 31 ayat (2) dan 
Pasal 33 h u r u f m Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang 
Desa, per lu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemil ihan 
Kepala Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten d i L ingkungan 
Provinsi Jawa T imur (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 9) sebagaimana te lah d iubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 1965 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
2730); 

'3. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 
beberapakali d iubah t e rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 
9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
.5717); 



6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 
tentang Pemil ihan Kepala Desa (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 NoffiOf 2092)';-

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 82 T a h u n 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 4); 

Dengan Persetujuan Bersama, 
DEWAN PERWAKILAN R A K Y A T DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN K E P A L A DESA. 
B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud d e n g a n ; 

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Desa adalah Desa d i l i ngkup Pemerintah Daerah. 
5. Kepala Desa ada lah pejabat Pemerintah Desa y a n g 

mempunya i wewenang, tugas dan kewajiban u n t u k 
menyelenggarakan r u m a h tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dar i Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

5. Pemil ihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaula tan 
ralq^at d i desa da lam rangka memi l i h Kep£ila Desa yang 
bersifat langsung, u m u m , bebas, rahasia, j u j u r dan adU. 

7. Baka l Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang memenuh i syarat berdasarkan penjaringan dan 
penyaringgtn oleh Panit ia Pemi l ihan Kepala Desa sebagai 
Calon Kepala Desa. 

8. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang 
d i te tapkan oleh Panit ia Pemil ihan sebagai calon yang akan 
d ip i l i h da lam Pemil ihan Kepala Desa. 

9. Calon Kepala Desa Terpi l ih ada lah Calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara terbanyak da lam pemi l ihan Kepala 
Desa. 

10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang 
d iangkat oleh Pejabat yang berwenang u n t u k 
me laksanakau h a k r wewenang- dan^ kewajiban. Kepala Desa 
da lam k u r u n w a k t u t e r t en tu . 

1 1 . Panit ia pemi l ihan Kepala Desa t ingka t kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panit ia Pemil ihan Kabupaten adalah 
pan i t i a yang d iben tuk B u p a t i pada t ingka t Kabupaten 
da lam m e n d u k u n g pelaksanaan pemi l ihan Kepala Desa. 



12. Panit ia pemi l ihan Kepala Desa tingkat desa yang 
selanjutnya disebut Panit ia Pemil ihan adalah Panit ia yang 
d ibe i i fuk oleh BPD u n t u k menyelenggafakan proses 
Pemil ihan Kepala Desa. 

13. Pemil ih adalah penduduk desa yang bersangkutan d a n 
te lah memenuh i persyaratan u n t u k menggunakan h a k 
p i l i h da lam pemi l ihan Kepala Desa. 

14. Daf tar Pemil ih Sementara yang se lanjutnya d isebut DPS 
adalah daftar pemi l ih yang d i susun berdasarkan data 
Daftar Pemil ih Tetap Pemil ihan U m u m te rakh i r yang te lah 
d iperbaharui dan dicek kembal i atas kebenarannya serta 
d i tambah dengan pemi l ih ba ru ; . 

15. Daftar Pemil ih Tambahan ada lah daftar pemi l ih yang 
d i susun berdasarkan u s u l a n dar i pemi l ih karena yang 
bersangkutan be lum terdaftar da lam Daftar Pemil ih 
Sementara. 

16. Daftar Pemil ih Tetap yang se lanjutnya d isebut DPT adalah 
daftar pemi l ih yang te lah d i te tapkan oleh Panit ia Pemil ihan 
sebagai dasar penentuan ident i tas pemi l ih dan j u m l a h 
pemi l ih da lam pemi l ihan Kepala Desa. 

17. Kampanye adalah sua tu kegiatan yang d i l akukan oleh 
Calon Kepala Desa u n t u k meyak inkan para pemi l ih da lam 
rangka mendapatkan dukungan^ 

18. Tempat Pemungutan Suara, se lanjutnya d is ingkat TPS, 
adalah tempat d i laksanakannya pemungutan suara. 

19. Badan Permusyawaratan Desa a tau BPD adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemer intahan yang anggotanya 
m e r u p a k a u w a k i l d a r i p e n d u d u k Desa- berdasarkan 
keterwaki lan wi layah dan d i te tapkan secara demokrat is . 

20 . Camat adalah pemimp in d a n koord inator penyelenggaraan 
pemer intahan d i wi layah kerja kecamatan yang da lam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pe l impahan 
kewenangan pemer intahan da r i B u p a t i u n t u k menangani 
sebagian u r u s a n otonomi daerah, dan menyelenggarakan 
tugas u m u m pemer intahan. 

BAB I I 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

Pasal 2 

(1) Kepala Desa d ip i l i h langsung oleh penduduk Desa yang 
memenuh i syarat. 

(2) Pemil ihan Kepala Desa bersifat langsung, u m u m , bebas, 
rahasia, j u j u r , dan ad i l . 

Pasal 3 

(1) Pemil ihan Kepala Desa d i laksanakan secara serentak d i 
s e lu ruh wi layah Kabupaten Pacitan. 

(2) Pemil ihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan secara 
bergelombang. 

(3) Pemil ihan Kepeda Desa secara bergelombang sebagai mana 
d imaksud pada ayat (2) di laksamakan pa l ing banyak 3 
(tiga) k a l i d a l a m j angka w a k t u 6 (enam) t a h u n . 



Pasal 4 

(1) Pemil ihan Kepala Desa serentak sebagaimana d imaksud 
da lam pasal 3 ayat (1) d i laksanakan pada ha r i , tanggal, 
bu lan , dan t a h u n yang sama u n t u k tahapan sebagai 
ber ikut : 
a. pelaksanaan pemungutan dan penghi tungan suara; 
b. penetapan calon Kepala Desa t e rp i l ih ; dan 
c. pe lant ikan. 

(2) Jadwa l h a r i , tanggal, b u l a n , dan t a h u n pelaksanaan 
tahapan pemi l ihan Kepala Desa serentak sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i . 

(3) Da lam h a l terdapat desa yang mengalami penundaan 
salah sa tu dan/atau s e lu ruh tahapan pelaksanaan 
pemi l ihan Kepala Desa serentak sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), desa tersebut d ikecua l ikan dar i pelaksanaan 
pemi l ihan Kepala Desa serentak. 

(4) Bagi desa yang d ikecua l ikan da r i pelaksanaan pemi l ihan 
Kepala Desa serentak sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3), pelaksanaan pemi l ihan kepala desanya d i laksanakan 
pada pemi l ihan kepala desa serentak gelombang 
ber ikutnya . 

Pasal 5 

(1) Pemil ihan Kepala Desa serentak secara bergelombang 
u n t u k masa 6 (enam) t a h u n pertama sebagaimana 
d imaksud da lam pasal 3 ayat (3) d i laksanakan pada t a h u n 
2017, 2018, dan 2019. 

(2) Pemil ihan Kepala Desa serentak secara bergelombang 
setelah masa 6 (enam) t a h u n pertama sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) pe laksanaannya d isesuaikan 
dengan berakhirnya masa j aba t an kepala desa. 

(3) Desa peserta pemi l ihan Kepala Desa serentak setiap 
gelombang adalah desa yang Kepala Desanya te lah 
berakh i r masa j aba tannya sebelum a tau pada saat tanggal 
pe lant ikan te i jadwalkan. 

(4) Tanggal pe lant ikan te i jadwalkan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (3) adalah tanggal pe lant ikan sesuai dengan 
j adwa l pelaksanaan tahapan pemi l ihan Kepala Desa 
serentak yang d i a tu r da lam Peraturan Bupa t i sebagaimeina 
d imaksud da lam pasal 4 ayat (2). 

BAB I I I 

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN 

P a s a l 6 
(1) Bupa t i membentuk pan i t i a pemi l ihan d i Kabupaten . 
(2) Panit ia pemi l ihan d i Kabupaten sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) mempunya i tugas me l ipu t i : 
a. merencanakan, mengkoordinas ikan dan 

menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan 
pemi l ihan t ingkat kabupaten ; 



b. me lakukan b imbingan teknis pelaksanaan pemi l ihan 
Kepala Desa terhadap pan i t i a pemi l ihan Kepala Desa 
t ingkat desa; 

c. memfasi l i tasi penyelesaian permasalahan pemi l ihan 
Kepala Desa t ingkat kabupaten ; 

d. me lakukan evaluasi d a n pelaporan pelaksanaan 
pemi l ihan; dan 

e. melaksanakan tugas d a n wewenang l a in yang 
d i te tapkan dengan Keputusan B u p a t i . 

(3) Panit ia pemi l ihan d i Kabupaten sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) t e rd i r i atas Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang membidangi Pemerintahan Desa, Camat, serta 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terka i t la innya. 

(4) Ketentuan lebih l an ju t mengenai pan i t ia pemi l ihan 
Kabupaten d i a tu r dengan Peraturan B u p a t i 

BAB IV 
TAHAPAN PELAKSANAAN 

Bagian kesatu 
Umum 

Pasal 7 

Pemil ihan kepala Desa d i laksanakan me la lu i tahapan: 
a. persiapan; 
b. pencalonan; 
c. pemungutan dan penghi tungan suara; dan • 
d. penetapan. 

Bagian kedua 
Persiapan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 8 

Persiapan pemi l ihan Kepala Desa sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 7 h u r u f a, t e rd i r i atas kegiatan: 
a. pember i tahuan badan permusyawaratan desa kepada 

kepala desa tentang a k h i r masa j aba t an yang d isampaikan 
6 (enam) b u l a n sebelum berakh i r masa j aba tan ; 

b. pembentukan pan i t ia pemi l ihan kepala desa oleh badan 
permusyawaratan desa d i te tapkan da lam j angka w a k t u 10 
(sepuluh) h a r i setelah pember i tahuan a k h i r masa j aba tan ; 

c. laporan akh i r masa j aba t an kepala desa kepada B u p a t i 
d isampaikan da lam j a n g k a w a k t u 30 (tiga pu luh ) h a r i 
setelah pember i tahuan a k h i r masa j aba tan ; 

d . perencanaan biaya pemi l ihan d ia jukan oleh pan i t i a kepada 
Bupa t i me la lu i Camat 30 (tiga pu luh ) h a r i setelah 
te rbentuknya pan i t ia pemi l ihan ; dan 

e. persetujuan biaya pemi l ihan dar i B u p a t i da lam j angka 
w a k t u 30 (tiga pu luh ) h a r i sejak d ia jukan oleh pani t ia . 



Pasal 9 

Pembentukan pan i t ia pemi l ihan kepala Desa sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 8 h u r u f b d isampaikan secara te r tu l i s 
oleh BPD kepada Bupa t i me la lu i camat. 

Pasal 10 

Panit ia pemi l ihan kepala desa mempunya i tugas: 
a. merencanakan, mengkoordinas ikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendal ikan semua tahapan 
pelaksanaan pemi l ihan; 

b. merencanakan dan menga jukan biaya pemi l ihan kepada 
B u p a t i me la lu i camat; 

c. me lakukan pendaftaran dan penetapan pemi l ih ; 
d . menetapkan j u m l a h suara d a n kotak suara; 
e. mengadakan penjaringan d a n penyar ingan baka l calon; 
f. menetaplom calon yang te lah memenuh i persyaratan; 
g. menetapkan ta ta cara pelaksanaan pemi l ihan; 
h . menetapkan ta ta cara pelaksanaan kampanye; 
i . memfasi l i tasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan 

tempat pemungutan suara; 
j . mengadakan sura t suara, ko tak suara, dan perlengkapan 

pemi l ihan kepala desa la innya ; 
k . melaksanakan pemungutan suara; 
1. menetapkan bas i l rekapi tu las i penghi tungan suara dan 

m e n g u m u m k a n has i l pemi l ihan ; 
m . menetapkan calon Kepala Desa te rp i l ih ; d a n 
n . me lakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemi l ihan. 

Paragraf 2 
Penetapan Pemi l ih 

Pasa l 11 

(1) Pemil ih yang menggunakan h a k p i l i h , ha rus terdaftar 
sebagai pemi l ih . 

(2) Pemil ih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ha rus 
memenuh i syarat: 
a. p enduduk Desa yang pada h a r i pemungutan suara 

pemi l ihan Kepala Desa sudah b e r u m u r 17 ( tu juh belas) 
t a h u n a tau sudah/pemah men ikah d i te tapkan sebagai 
pemi l ih . 

b . nyata-nyata t idak sedang terganggu j iwa/ ingatannya; 
c. t i dak sedang d icabut h a k p i l ihnya berdasarkan 

p u t u s a n pengadilan yang te lah memperoleh kekua tan 
h u k u m t etap; d a n 

d. berdomisi l i d i desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bu l an 
sebelum d isahkannya daftar pemi l ih sementara yang 
d i b u k t i k a n dengan K a r t u Tanda Penduduk a tau sura t 
keterangan penduduk. 

(3) Pemil ih yang te lah terdaftar da lam daftar pemi l ih t emya ta 
t idak lagi memenuh i syarat sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2), t i dak dapat menggunakan h a k memi l ih . 



V — 
I 

t 

J 1 

Pasal 12 

(1) Daftar pemi l ih d i m u t a k h i r k a n dan dival idasi sesuai data 
penduduk d i desa. 

(2) Pemutakhi ran sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i l akukan karena: 

a. memenuh i syarat us ia pemi l ih , yang sampai dengan 
h a r i d a n tanggal p emungutan suara pemi l ihan sudah 
b e r u m u r 17 ( tu juh belas) t a h u n ; 

b. be lum b e r u m u r 17 ( tu juh belas) t a h u n , tetapi 
sudah/pemah meniksih; 

c. te lah meninggal dun i a ; 
d . p indah domis i l i ke desa l a i n ; a tau 
e. be lum terdaftar. 

(3) Berdasarkan daftar pemi l ih sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Panit ia pemi l ihan menyusun dan menetapkan 
daftar pemi l ih sementara, 

Pasal 13 

(1) Daftar pemi l ih sementara sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 12 ayat (3), d i u m u m k a n oleh pan i t i a pemi l ihan pada 
tempat yang m u d a h d i jangkau masyarakat . 

(2) Jangka w a k t u pengumuman sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) selama 3 (tiga) h a r i . 

Pasal 14 

(1) Da lam j angka w a k t u sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
13 ayat (2), pemi l ih a tau anggota keluarga dapat 
mengajukan u s u l perba ikan mengenai penul isan n a m a 
dan/atau ident i tas la innya . 

(2) Selain u s u l perbaikan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), pemi l ih a tau anggota keluarga dapat member ikan 
informasi yang me l ipu t i : 
a. Pemil ih yang terdaftar sudah m e n i n ^ a l dun i a ; 
b. Pemil ih sudah t i dak berdomisi l i d i desa tersebut; 
c. Pemil ih yang sudah n i k a h d i bawah u m u r 17 t a h u n ; 

a tau 
d . Pemil ih yang sudah terdaftar tetapi sudah t i dak 

memenuh i syarat sebagai pemi l ih . 
(3) Apabi la u s u l perbaikan d a n informasi sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i ter ima, pan i t ia 
pemi l ihan segera mengadakan perba ikan daftar pemi l ih 
sementara. 

Pasal 15 

(1) Pemil ih yang be lum terdaftar, secara a k t i f melaporkan 
kepada Panit ia Pemil ihan me la lu i pengurus R u k u n 
Tetangga/Rukun Warga. 

(2) Pemil ih sebagaimana d imaksud pada ayat (1) didaftar 
sebagai pemi l ih tambahan . 

(3) Pencatatan data pemi l ih tambahan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), d i l aksanakan pal ing lambat 3 
(tiga) ha r i . 



Pasa l 16 

(1) Daftar pemi l ih t ambahan d i u m u m k a n oleh Panit ia 
Pemil ihan pada tempat- tempat yang m u d a h d i jangkau 
oleh masyarakat. 

(2) Jangka w a k t u pengumuman daftar pemi l ih t ambahan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i laksanakan 
selama 3 (tiga) h a r i t e rh i tung sejak berakhi rnya j angka 
w a k t u penyusunan daftar pemi l ih tambahan. 

Pasal 17 

Panit ia pemi l ihan menetapkan dan m e n g u m u m k a n Daftar 
pemi l ih sementara yang sudah d iperba ik i d a n daftar pemi l ih 
t ambahan sebagai daftar pemi l ih tetap. 

Pasal 18 

(1) Daftar pemi l ih tetap sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
17, d i u m u m k a n d i tempat yang strategis d i desa u n t u k 
d ike tahu i oleh masyarakat . 

(2) Jangka w a k t u pengumuman daftar pemi l ih tetap 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) h a r i 
t e rh i tung sejak berakh i rnya j angka w a k t u penjo isunan 
daftar pemi l ih tetap. 

Pasal 19 

U n t u k keper luan pemungutan suara d i TPS, Panit ia menyusun 
sal inan daftar pemi l ih tetap u n t u k TPS. 

Pasal 20 

Rekapitulasi j u m l a h pemi l ih tetap, d i gunakan sebagai bahan 
penja isunan kebu tuhan sura t suara dan alat perlengkapan 
pemi l ihan. 

Pasal 21 

Daftar pemi l ih tetap yang sudah d i sahkan oleh pan i t ia pemi l ihan 
t i dak dapat d iubah , kecual i ada pemi l ih yang meninggal dun ia , 
pan i t ia pemi l ihan m e m b u b u h k a n catatan da lam daftar pemi l ih 
tetap pada ko lom keterangan "meninggal dun ia " . 

Bagian ketlga 
Pencalonan 

Paragraf 1 
Pendaftaran Calon 

Pasa l 22 

(1) Calon Kepala Desa ha rus memenuh i persyaratan: 
a. warga negara Republ ik Indonesia; 
b . ber takwa kepada T u h a n Yang Maha Esa; 



c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945, serta memper tahankan dan 
memel ihara k e u t u h a n Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia dan Bh inneka Tunggal Ika ; 

d . berpendidikan pa l ing r endah tamat Sekolah Menengah 
Pertama a tau sederajat; 

e. berusia pal ing rendah 25 (dua p u l u h lima) t a h u n dan 
berusia pa l ing t ingg i 65 (enam p u l u h lima) t a h u n pada 
saat mendaftar; 

f. bersedia mencalonkan d i r i menjadi Kepala Desa; 
g. t i dak sedang menja lani h u k u m a n p idana penjara; 
h . t i dak p e m a h d i j a tuh i p idana penjara berdasarkan 

p u t u s a n pengadilan yang te lah mempunya i kekua tan 
h u k u m tetap karena me l akukan t indak p idana yang 
d iancam dengan p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) 
t a h u n a tau leb ih , kecual i 5 (lima) t a h u n setelah 
selesai menja lani p idana penjara dan m e n g u m u m k a n 
secara j u j u r dan t e rbuka kepada pub l i k bahwa yang 
bersangkutan p e m a h d ip idana serta b u k a n sebagai 
pe laku kejahatan berulang-ulang; 

i . t idak sedang dicab u t h a k p i l ihnya ses ua i dengan 
p u t u s a n pengadi lan yang te lah mempunya i kekua tan 
h u k u m tetap; 

j . berbadem. sehat d a n bebas d a r i penyalahgunaan 
Narkot ika dan obat ter larang la innya; 

k . t i dak p e m a h sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) k a l i 
masa j aba tan ; 

1. t i dak p e m a h d iberhent ikan dengan t idak ho rmat 
sebagai Kepala Desa, PNS, a tau anggota 
TNI/POLRI; dan 

m . waj ib berdomisi l i a t au bertempat t inggal d i desa 
setempat setelah t e rp i l ih d a n d i l an t i k menjadi Kepala 
Desa 

(2) Ketentuan lebih l an ju t mengenai persyaratan calon Kepala 
Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i a tu r da lam 
Peraturan B u p a t i 

Paragraf 2 
Penel it ian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon 

Pasal 2 3 

(1) Panit ia pemi l ihan me l akukan penel i t ian terhadap 
persyaratan baka l calon me l i pu t i penel i t ian kelengkapan 
dan keabsahan admin is t ras i pencalonan. 

(2) Penelit ian kelengkapan d a n keabsahan admin is t ras i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disertai k l an f ikas i 
pada ins tans i yang berwenang yang di lengkapi dengan 
sura t keterangan dar i yang berwenang. 

(3) Panit ia pemi l ihan m e n g u m u m k a n hasi l penel i t ian 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), kepada masyarakat 
u n t u k memperoleh masukan . 

(4) Masukan masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3), waj ib diproses d a n d i t i ndak l a n j u t i pan i t i a pemi l ihan. 



Pasal 2 4 

(1) Da lam h a l baka l calon Kepala Desa yang memenuh i 
persyaratan sebagaimana d imaksud da lam PasaJ 22 
ber jumlah pa l ing sedikit 2 (dua) orang d a n pal ing beuiyak 5 
(lima) orang, Panit ia pemi l ihan kepala desa menetapkan 
baka l calon kepala desa menjadi calon kepala desa. 

(2) Calon kepala desa yang d i te tapkan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i u m u m k a n kepada masyarakat. 

Pasal 2 5 

(1) Da lam h a l baka l calon yang memenuh i persyaratan 
sebagaimana d imaksud da lam pasal 22 k u r a n g dar i 2 
(dua) orang, pan i t ia pemi l ihan memperpanjang w a k t u 
pendaftaran selama 20 (dua pu luh ) ha r i . 

(2) Da lam h a l baka l calon yang memenuh i persyaratan tetap 
k u r a n g dar i 2 (dua) setelah perpanjangan w a k t u 
pendaftaran sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1), B u p a t i 
menunda pelaksanaan pemi l ihan Kepala Desa sampai 
dengan w a k t u yang d i te tapkan kemud ian . 

(3) Apabi la da lam tenggang w a k t u sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) masa j a b a t a n Kepala Desa berakhir , Bupa t i 
mengangkat penjabat Kepala Desa dar i Pegawai Negeri 
S ip i l d i l ingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 6 

Da lam h a l baka l ca lon yang memenuh i persyaratan sebagaimana 
d imaksud pada Pasal 22 leb ih dar i 5 (lima) orang, pan i t ia 
me lakukan seleksi t ambahan dengan menggunakan kr i t e r ia 
pengalaman bekerja d i lembaga pemer intahan, t ingkat 
pend id ikan, us ia dan persyaratan l a in yang d i te tapkan Bupa t i . 

Pasal 2 7 

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan 
nomor u r u t mela lu i u n d i a n secara t e rbuka oleh Panit ia 
pemi l ihan. 

(2) Und i an nomor u r u t calon sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), d ihad i r i oleh para calon. 

(3) Nomor u r u t dan n a m a calon yang te lah d i te tapkan 
d i susun da lam daftar calon dan d i tuangkan da lam beri ta 
acara penetapan calon Kepala Desa. 

(4) Panit ia pemUihan m e n g u m u m k a n mela lu i media masa 
dan/atau papan pengumuman tentang n a m a calon yang 
te lah d i te tapkan, pa l ing lambat 7 (tujuh) h a r i sejak tanggal 
d i te tapkan. 

(5) Pengumuman sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (4) 
bersifat final dan mengikat . 



Paragraf 3 
Kampanye 

Pasal 28 

(1) Calon Kepala Desa dapat me l akukan kampanye sesuai 
dengan kond is i sosial budaya masyarakat Desa. 

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) da lam j angka w a k t u 3 (tiga) h a r i sebelum d imula inya 
masa tenang. 

(3) Kampanye sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n 
dengan pr ins ip j u j u r , t e rbuka , dialogis serta bertanggung 
jawab . 

Pasal 2 9 

(1) Kampanye sebagaimana d imaksud da lam pasal 28 ayat (1) 
memuat v is i dan m i s i b i l a t e rp i l i h sebagai kepala desa. 

(2) V is i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan 
ke ing inan yang ing in d iwu judkan da lam j angka w a k t u 
masa j aba tan kepala desa. 

(3) M is i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ber is i program 
yang akan d i laksanakan da lam rangka mewu judkan vis i . 

Pasal 3 0 

Kampamye sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 28 ayat (1) dapat 
d i laksanakan mela lu i : 
a. per temuan terbatas; 
b. ta tap m u k a ; 
c. dialog; 
d . penyebaran bahan kampanye kepada u m u m ; 
e. pemasangan alat peraga d i tempat kampanye dan d i 

tempat l a in yang d i t en tukan oleh pan i t ia pemi l ihan; dan 
f. kegiatan l a in yang t i dak melanggar pera turan perundang-

undangan. 

Pasal 31 

(1) Pelaksanaan kampanye d i larang: 
a. mempersoal lmn dasar negara Pancasila, Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1945, dan ben tuk Negara Kesatuan Republ ik 
Indonesia; 

b. me lakukan kegiatan yang membahayakan k e u t u h a n 
Negara Kesatuan Republ ik Indonesia; 

c. menghina seseorang, agama, s u k u , ras, golongan, 
calon dan/atau Calon yang l a in ; 

d . menghasut dan mengadu-domba perseorangan a tau 
masyarakat; 

e. mengganggu keter t iban u m u m ; 
f. mengancam u n t u k me l akukan kekerasan a tau 

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 
seseorang, sekelompok anggota masyarakat , dan/atau 
Calon yang la in ; 

g. merusak dan/atau menghi langkan a lat peraga 
Kampanye Calon; 



h . menggunakan fasil itas pemer intah, tempat ibadah, dan 
tempat pendid ikan; 

i . membawa a tau menggunakan gambar dan/atau 
a t r i b u t Calon la in selain da r i gambar dan/atau a t r i b u t 
Calon yang bersangkutan; dan 

j . menjanj ikan a tau member ikan uang a tau mater i 
l a innya kepada peserta Kampanye. 

(2) Pelaksana kampanye da lam kegiatan kampanye d i larang 
mengikutser takan: 
a. Kepala Desa; 
b. perangkat Desa; 
c. anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

Pasal 3 2 

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 1 d ikena i sanksi : 
a. per ingatan ter tu l i s apabi la pelaksana kampanye melanggar 

larangan w a l a u p u n be lum ter jadi gangguan; dan 
b. penghentian kegiatan kampanye d i tempat ter jadinya 

pelanggaran a tau d i sua tu wi layah yang dapat 
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang 
berpotensi menyebar ke w i layah la in . 

Pasal 33 

Masa tenang selama 3 (tiga) h a r i sebelum h a r i dan tanggal 
pemungutan suara. 

Bagian keempat 
Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pasa l 3 4 

(1) Pemungutan suara sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
33 , d i l akukan dengan member ikan suara me la lu i sura t 
suara yang beris i nomor, foto, d a n nama calon a tau 
berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. 

(2) Pemberian suara u n t u k pemi l ihan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i l a k u k a n dengan mencoblos salah sa tu 
calon da lam surat suara. 

Pasal 35 

Pengadaan bahan, j u m l a h , ben tuk , u k u r a n , dan w a m a sura t 
suara, ko tak suara, kelengkapan peralatan l a in serta 
pendis t r ibus iannya d i a tu r leb ih l an ju t da lam Peraturan B u p a t i . 

Pasal 3 6 

(1) J u m l a h pemi l ih d i TPS d i t en tukan pan i t ia pemi l ihan. 
(2) TPS sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i t en tukan 

lokasinya d i tempat yang m u d a h d i jangkau, t e rmasuk oleh 
penyandang cacat, serta men jamin setiap pemi l ih dapat 
member ikan suaranya secara langsung, u m u m , bebas, 
rahasia, j u j u r , dan ad i l . 



(3) J u m l a h , lokasi , ben tuk , d a n ta ta le tak TPS d i te tapkan oleh 
pan i t i a pemi l ihan. 

Pasal 3 7 

(1) Pemil ih tunanet ra , tunadaksa , a tau yang mempunya i 
halangan fisik l a in pada saat member ikan suaranya d i TPS 
dapat d i ban tu oleh pan i t i a a tau orang l a in atas 
permintaan pemi l ih . 

(2) Anggota pan i t ia a tau orang l a in yang membantu pemi l ih 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), waj ib merahas iakan 
p i l i han pemi l ih yang bersangkutan. 

Pasal 38 

Pemil ih yang menjalani rawat inap d i r u m a h saki t a tau 
sejenisnya, yang sedang menja lani h u k u m a n penjara, pemi l ih 
yang t i dak mempunya i tempat t inggal tetap, yang t inggal d i 
perahu a tau pekerja lepas panta i , dan tempat-tempat l a in 
member ikan sueira d i TPS k h u s u s . 

Pasal 3 9 

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, pan i t i a 
pemi l ihan me l akukan kegiatan: 
a. pembukaan ko tak suara; 
b. pengeluaran se lu ruh i s i ko tak suara; 
c. pengidenti f ikasian j en is dokumen dan peralatan; d a n 
d. penghi tungan j u m l a h setiap j en is dokumen dan 

peralatan. 
(2) Kegiatan pan i t ia sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat d ihad i r i oleh saksi da r i calon, BPD, pengawas, dan 
warga masyarakat. 

(3) Kegiatan pan i t i a sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i bua tkan ber i ta acara yang d i tandatangani oleh Ketua 
pani t ia , dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota pan i t ia 
serta dapat d i tandatangani oleh saksi da r i calon. 

Pasal 4 0 

(1) Setelah me lakukan kegiatan sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 39 ayat (1), pan i t i a member ikan penjelasan 
mengenai ta ta cara pemungutan suara. 

(2) Da lam pemberian suara sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), pemi l ih d iber i kesempatan oleh pan i t i a berdasarkan 
pr ins ip u r u t a n kehad i ran pemi l ih . 

(3) Apabi la mener ima sura t suara yang t emyata rusak , 
pemi l ih dapat memin ta sura t suara pengganti kepada 
pani t ia , k emud ian pan i t i a member ikan sura t suara 
pengganti hanya satu ka l i . 

(4) Apabi la terdapat keke l i ruan da lam cara member ikan 
suara, pemi l ih dapat m e m i n t a surat suara pengganti 
kepada pani t ia , pan i t i a member ikan sura t suara pengganti 
hanya satu ka l i . 



Pasal 41 

Suara u n t u k pemi l ihan Kepala Desa d inya takan sah apabila: 
a. sura t suara d i tandatangani oleh ke tua pani t ia ; 
b. t anda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) ko tak segi 

empat yang memuat sa tu calon; 
c. tanda coblos terdapat da lam salah sa tu ko tak segi empat 

yang memuat nomor, foto d a n n a m a calon yang te lah 
d i t en tukan ; 

d . tanda coblos leb ih dar i sa tu , tetapi mas ih d i da lam salah 
sa tu ko tak segi empat yang memuat nomor, foto, d a n 
nama calon; dan 

e. tanda coblos terdapat pada salah sa tu garis ko tak segi 
empat yang memua t nomor, foto, dan nama calon. 

Pasal 4 2 

(1) Penghitungan suara d i TPS d i l a k u k a n oleh pan i t ia setelah 
pemungutan suara berakhir . 

(2) Sebelum penghi tungan suara d i m u l a i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), pan i t i a pemi l ihan menghi tung : 
a. j u m l a h pemi l ih yang member ikan suara berdasarkan 

sal inan daftar pemi l ih tetap u n t u k TPS; 
b. j u m l a h pemi l ih dar i TPS l a i n ; 
c. j u m l a h sura t suara yang t idak terpakai ; dan 
d . j u m l a h sura t suara yang d ikemba l ikan oleh pemi l ih 

karena rusak a t au ke l i ru dicoblos. 
(3) Penghitungan suara sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

d i l akukan dan selesai d i TPS oleh pan i t i a pemi l ihan dan 
dapat d ihad i r i dan d isaks ikan oleh saksi calon, BPD, 
pengawas, dan warga masyarakat . 

(4) Saksi calon da lam penghi tungan suara sebagaimeina 
d imaksud pada ayat (3), h a r u s membawa sura t mandat 
dar i calon yang bersangkutan dan menyerahkannya 
kepada Ketua pani t ia . 

(5) Panit ia membuat ber i ta acara has i l penghi tungan suara 
yang d i tandatangani oleh ke tua dan sekurang-kurangnya 
2 (dua) orang anggota pan i t i a serta dapat d i tandatangani 
oleh saksi calon. 

(6) Panit ia member ikan sa l inan Ber i ta Acara has i l 
penghi tungan suara sebagaimeuia d imaksud pada ayat (5) 
kepada masing-masing saksi calon yang had i r sebanyak 1 
(satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar 
sert i f ikat has i l penghi tungan suara d i tempat u m u m . 

(7) Ber i ta acara beserta ke lengkapannya sebagaimana 
d imaksud pada ayat (6), d i m a s u k k a n da lam sampu l 
k h u s u s yang disediakan dan d i m a s u k k a n ke da lam ko tak 
suara yang pada bagian l u a r d i tempel label a tau segel. 

(8) Panit ia menyerahkan ber i ta acara has i l penghi tungan 
suara, sura t suara, d a n a lat kelengkapan admin is t ras i 
pemungutan dan pengh i tungan suara kepada BPD segera 
setelah selesai penghi tungan suara. 



Pasal 43 

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dar i 
j u m l a h suara sah d i te tapkan sebagai calon Kepala Desa 
terp i l ih . 

(2) Da lam h a l j u m l a h calon Kepala Desa te rp i l ih yang 
memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dar i 1 (satu) 
calon pada desa dengan TPS lebih dar i 1 (satu), calon 
te rp i l ih d i te tapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS 
dengan j u m l a h pemi l ih terbanyak. 

(3) Da lam ha l j u m l a h calon te rp i l ih yang memperoleh suara 
terbanyak yang sama leb ih dar i 1 (satu) calon pada desa 
dengan TPS hanya 1 (satu), calon te rp i l ih d i te tapkan 
berdasarkan wi layah tempat t inggal dengan j u m l a h 
pemi l ih terbesar. 

Pasal 4 4 

Perlengkapan pemungutan suara dan penghi tungan suara d i 
TPS, d i s impan d i kantor desa a tau d i tempat l a in yang ter jamin 
keamanannya. 

Bagian ke l ima 
Penetapan 

Pasa l 4 5 

(1) Panit ia pemi l ihan kepala desa menyampaikan laporan 
has i l pemi l ihan kepala desa kepada BPD. 

(2) BPD berdasarkan laporan has i l pemi l ihan kepala desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menyampaikan data 
calon kepala desa te rp i l ih berdasarkan suara terbanyak 
kepada Bupa t i me la lu i camat dengan tembusan kepada 
kepala desa. 

(3) B u p a t i menetapkan pengesahan dan pengangkatan 
Kepala Desa dengan Keputusan B u p a t i 

Pasal 46 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai tahapan Pemil ihan Kepala Desa 
d i a tu r dengan Peraturan B u p a t i 

BAB V 

PENYELESAIAN P E R S E L I S I H A N 

Pasal 4 7 
(1) Da lam ha l terjadi persel isihan has i l pemi l ihan kepala 

Desa, bupa t i waj ib menyelesaikan persel isihan da lam 
j angka w a k t u 30 (tiga pu luh ) ha r i . 

(2) Ketentuan lebih l an ju t mengenai t a ta cara penyelesaian 
persel isihan d i a tu r oleh Bupa t i 



BAB V I 
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN 

Bagian Kesa tu 
Pengangkatan 

Pasal 48 

(1) Calon Kepala Desa te rp i l ih d i sahkan pengangkatannya 
dengan Keputusan B u p a t i 

(2) Keputusan Bupa t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i t e rb i tkan pa l ing l ambat 30 (tiga pu luh ) h a r i t e rh i tung 
sejak d i te r ima laporan has i l pemi l ihan Kepala Desa dar i 
BPD. 

Bagian Kedua 
Pelant ikan 

Pasa l 49 

(1) Pelant ikan Calon Kepala Desa terp i l ih d i l a k u k a n pal ing 
lambat 30 (tiga pu luh ) h a r i t e rh i tung sejak d i t e rb i tkan 
Keputusan B u p a t i mengenai pengesahan pengangkatan 
Calon Kepala Desa te rp i l ih . 

(2) Pelantikan Calon Kepala Desa te rp i l ih sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l a k u k a n oleh Bupa t i a tau 
pejabat yang d i t u n j u k . 

(3) Susunan acara pe lant ikan Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) ada lah sebagai b e r i k u t ; 
a. Pembacaan Keputusan B u p a t i tentang Pengesahan 

Pengangkatan Kepala Desa. 
b. Pengambilan Sumpah/Jan j i Jabatan oleh B u p a t i a tau 

pejabat yang d i t u n j u k . 
c. Penandatanganan ber i ta acara pengambi lan 

sumpah/jan j i . 
d . Kata pe lant ikan oleh B u p a t i a tau pejabat yang 

d i t u n j u k . 
e. Penyematan tanda j aba t an oleh B u p a t i a t au pejabat 

yang d i t u n j u k . 
f. Pembacaan Amanat B u p a t i 
g. Pembacaan doa. 

(4) Selain pe lant ikan resmi sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat 
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya 
setempat yang pelaksanaannya d ia tur lebih l an ju t da lam 
Peraturan B u p a t i 

(5) Ketentuan leb ih l an ju t mengenai pe lant ikan d i a tu r dengan 
Peraturan Bupa t i 

Bagian Ketiga 
Serah Te r ima Jabatan 

Pasal 50 

(1) Serah ter ima j aba tan d i l a k u k a n setelah pe lant ikan Calon 
Kepala Desa te rp i l ih . 



Serah ter ima j aba tan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan dengan penandatanganan ber i ta acara serah 
ter ima j aba tan . 
Penandatanganan ber i ta acara serah t e r ima j aba tan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan pada 
Acara pengambi lan sumpah/ jan j i d a n pe lant ikan Calon 
Kepala Desa terp i l ih setelah penyematan tanda j aba t an 
bersamaan dengan menyerahkan memor i serah ter ima 
j aba tan . 
Memor i serah ter ima j aba t an sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) t e rd i r i atas: 
a. Pendahuluan; 
b. Monografi Desa; 
c. Pelaksanaan program kerja t a h u n l a l u ; 
d . Rencana program yang a k a n datang; 
e. Kegiatan yang te lah diselesaikan, sedang 

d i laksanakan, d a n rencana kegiatan setahun 
terakhir ; 

f. Hambatan yang d ihadapi ; d a n 
g. Daftar inventar isasi dan kekayaan desa. 
Ketentuan lebih l an ju t mengenai serah ter ima j aba t an 
d i a tu r dengan Peraturan B u p a t i 

BAB V I I 
PEMBERHENTIAN K E P A L A D E S A 

Bagian Kesa tu 
Umum 

Pasal 51 

Kepala Desa berhent i karena: 
a. Meninggal dun ia ; 
b. Permintaan sendir i ; a tau 
c. D iberhent ikan. 
Kepala Desa d iberhent ikan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f c karena: 
a. Berakhi r masa jaba tannya ; 
b. T idak dapat melaksanakan tugas secara berke lanjutan 

a tau berhalangan tetap secara b e r t u r u t - t u r u t selama 6 
(enam) bu l an ; 

c. T idak lagi memenuh i syarat sebagai kepala Desa; 
d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; 
e. Adanya perubahan s ta tus Desa menjadi ke lurahan , 

penggabungan 2 (dua) Desa a tau leb ih menjadi 1 (satu) 
Desa b a r u , a tau penghapusan Desa; 

f. T idak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; 
a tau 

g. D inya takan sebagai terp idana berdasarkan p u t u s a n 
pengadilan yang te lah mempunya i kekua tan h u k u m 
tetap. 

Apabi la kepala Desa berhent i sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan 
kepada Bupa t i mela lu i camat a tau sebutan l a in . 



(4) Laporan P impinan Badan Permusyawaratan Desa kepada 
Bupa t i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) memuat 
mater i s i tuas i yang ter jadi terhadap Kepala Desa yang 
bersangkutan. 

(5) Atas laporan P impinan Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana d i m ^ s u d pada ayat (4) Bupa t i me l akukan 
kaj ian u n t u k proses se lanjutnya 

Bagian Kedua 
Pemberhentian Sementara 

Pasa l 52 

Kepala Desa dapat d iberhent ikan sementara oleh Bupa t i karena : 
a. T idak melaksanakan kewaj iban sebagai kepala desa; 
b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa; 
c. D inyatakan sebagai terdakwa yang d iancam dengan 

p idana penjara pa l ing s ingkat 5 (lima) t a h u n berdasarkan 
register perkara d i pengadi lan; dan 

d . D i te tapkan sebagai tersangka da lam t i ndak p idana 
korups i , teroris, makar , dan/atau t i ndak p idana terhadap 
keamanan negara. 

Bagian Ketiga 
Pengesahan Pemberhentian 

Pasa l 53 

(1) Pengesahan pemberhent ian Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud da lam pasal 51 ayat (1) d i te tapkan dengan 
Keputusan B u p a t i 

(2) Keputusan Bupa t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
disampEiikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan d a n 
Para pejabat terka i t pada t ingka t Provinsi dan Kabupaten 

Pasal 54 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai pemberhent ian dan 
Pemberhentian sementara d i a tu r dengan Peraturan B u p a t i 

BAB V I I I 
PENJABAT K E P A L A D E S A 

Pasal 5 5 

(1) Da lam h a l ter jadi kekosongan j aba tan Kepala Desa karena 
berhent i a tau d iberhent ikan sebelum dapat d i laksanakan 
penyelenggaraan pemi l ihan Kepala Desa serentak, B u p a t i 
m e n u n j u k penjabat Kepala Desa. 

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) berasal da r i Pegawai Negeri S ip i l d i l ingkungan 
Pemerintah Daerah. 



Masa j aba t an Penjabat Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sampai dengan d i l an t iknya Kepala 
Desa yang ba ru . 
Penjabat Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) melaksanakan tugas, wewenang, d a n kewajiban serta 
memperoleh h a k yang sama dengan Kepala Desa. 
Ketentuan lebih l an ju t mengenai penjabat Kepala Desa 
d ia tu r dengan Peraturan B u p a t i 

BAB DC 
PEMILIHAN K E P A L A D E S A ANTARWAKTU MELALUI 

MUSYAWARAH D E S A 

Pasal 56 

Musyawarah Desa yang diselenggarakan k h u s u s u n t u k 
pelaksanaan pemi l ihan Kepala Desa an ta rwak tu 
d i laksanakan pal ing l ama da lam j a n g k a w a k t u 6 (enam) 
b u l a n t e rh i tung sejak kepala Desa d iberhent ikan dengan 
mekanisme sebagai be r ikut : 
a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, 

d i l akukan kegiatan yang me l iput i : 
1. pembentukan pan i t i a pemi l ihan kepala Desa 

an ta rwak tu oleh Badan Permusyawaratan Desa 
pal ing lama da lam j a n g k a w a k t u 15 ( l ima belas) 
Har i t e rh i tung sejak kepala Desa d iberhent ikan; 

2. pengajuan biaya pemi l ihan dengan beban APBDesa 
oleh pan i t i a pemi l ihan kepada penjabat Kepala 
Desa pal ing lambat da lam j a n g k a w a k t u 30 (tiga 
pu luh ) h a r i t e rh i tung sejak pan i t i a te rbentuk; 

3. pemberian persetujuan biaya pemi l ihan oleh 
penjabat Kepala Desa pal ing lama da lam j a n g k a 
w a k t u 30 (tiga pu luh ) h a r i t e r h i t u n g sejak d ia jukan 
oleh pan i t ia pemi l ihan; 

4. pengumuman d a n pendaftaran baka l calon Kepala 
Desa oleh pan i t i a pemi l ihan da lam j angka w a k t u 
15 ( l ima belas) ha r i ; 

5. penel i t ian kelengkapan persyaratan adminis t ras i 
baka l calon oleh pan i t ia pemi l ihan da lam j angka 
w a k t u 7 ( tujuh) h a r i ; dan 

6. penetapan calon kepala Desa an ta rwak tu oleh 
pan i t ia pemi l ihan peding sedikit 2 (dua) orang calon 
dan pal ing banyak 3 (tiga) orang calon yang 
d im in t akan pengesahan musyawarah Desa u n t u k 
d i te tapkan sebagai calon yang berhak d ip i l i h da lam 
musyawarah Desa. 

b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan 
musyawarah Desa yang me l i pu t i kegiatan: 
1. penyelenggaraan musyawarah Desa d i p imp in oleh 

Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis 
pelaksanaan pemi l ihannya d i l akukan oleh pan i t ia 
pemi l ihan; 

2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak d ip i l i h 
oleh musyawarah Desa me la lu i musyawarah 
mufaka t a tau me la lu i pemungutan suara; 



3. pelaksanaan pemi l ihan calon kepala Desa oleh 
pan i t i a pemi l ihan me la lu i mekanisme musyawarah 
mufaka t a tau me la lu i pemungutan suara yang 
te lah disepakati oleh musyawarah Desa; 

4. pelaporan has i l pemi l ihan calon kepala Desa oleh 
pan i t ia pemi l ihan kepada musyawarah Desa; 

5. pengesahan calon te rp i l ih oleh musyawarah Desa; 
6. pelaporan has i l pemi l ihan kepala Desa me la lu i 

musyawarah Desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa da lam j angka w a k t u 7 
(tujuh) h a r i setelah musyawarah Desa 
mengesahkan calon kepala Desa t e rp i l ih ; 

7. pelaporan calon kepala Desa t e rp i l ih has i l 
musyawarah Desa oleh ke tua Badan 
Permusyawaratan Desa kepada B u p a t i pa l ing 
lambat 7 ( tujuh) h a r i setelah mener ima laporan 
dar i pan i t ia pemi l ihan ; 

8. penerbitan Keputusan Bupa t i tentang pengesahan 
pengangkatan calon Kepala Desa te rp i l ih pa l ing 
lambat 30 (tiga pu luh ) h a r i sejak d i ter imanya 
laporan dar i Badan Permusyawaratan Desa; dan 

9. pe lant ikan kepala Desa oleh B u p a t i pa l ing lama 30 
(tiga pu luh ) h a r i sejak d i t e rb i tkan Keputusan 
pengesahan pengangkatan calon kepala Desa 
te rp i l ih dengan u r u t a n acara pe lant ikan sesuai 
dengan ke tentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai Pemil ihan Kepala Desa 
An ta rwak tu me la lu i musyawarah Desa d i a tu r dengan 
Peraturan B u p a t i 

B A B X 

MASA JABATAN K E P A L A D E S A 

Pasal 5 7 
Kepala Desa memegang j aba t an selama 6 (enam) t a h u n 
t e rh i tung sejak tanggal pe lant ikan. 
Kepala Desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dapat 
menjabat pa l ing l ama 3 (tiga) ka l i masa j aba tan secara 
b e r t u r u t - t u r u t a tau tidak secara b e r t u r u t - t u r u t . 
Ketentuan periodisasi masa j aba t an sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) t e rmasuk masa j aba tan kepala 
Desa yang d ip i l i h me la lu i musyawarah Desa. 
Da lam h a l Kepala Desa m e n g u n d u r k a n d i r i sebelum habis 
masa j aba tannya a t au d iberhent ikan, Kepala Desa 
dianggap te lah menjabat 1 (satu) periode masa j aba tan . 



BAB X I 
K E P A L A DESA, PERANGKAT D E S A DAN PEGAWAI N E G E R I 

S IP I L SEBAGAI CALON K E P A L A D E S A 

Bagian Kesa tu 
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa 

Pasa l 58 

(1) Kepala Desa yang akan menca lonkan d i r i kembal i d iber i 
c u t i sejak d i te tapkan sebagai ca lon sampai dengan 
selesainya pelaksanaan penetapan calon terp i l ih . 

(2) Sura t keterangan c u t i Kepala Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d ike luarkan oleh Bupa t i 

(3) Bupa t i waj ib mengeluarkan sura t keterangan c u t i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pa l ing lama 15 ( l ima 
belas) h a r i kerja sejak sura t permohonan c u t i d i te r ima 

(4) Da lam h a l batas w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) ter lampaui , m a k a B u p a t i dianggap te lah member ikan 
sura t keterangan c u t i 

(5) Selama masa c u t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
Kepala Desa d i larang menggunakan fasil itas pemer inta l i 
desa u n t u k kepent ingan sebagai calon Kepala Desa. 

(6) Da lam h a l Kepala Desa c u t i sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa. 

Pasal 59 

(1) Perangkat Desa yang menca lonkan d i r i da lam pemi l ihan 
Kepala Desa diber i c u t i t e rh i tung sejak yang bersangkutan 
terdaftar sebagai baka l calon Kepala Desa sampai dengan 
selesainya pelaksanaan penetapan calon te rp i l ih . 

(2) Surat keterangan c u t i Perangkat Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d ike luarkan oleh Kepala Desa 

(3) Kepala Desa waj ib menge luarkan sura t keterangan c u t i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pa l ing l ama 15 ( l ima 
belas) h a r i kerja sejak sura t permohonan c u t i d i te r ima 

(4) Da lam h a l batas w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) t e r lampaui , m a k a Kepala desa dianggap te lah 
member ikan sura t keterangan c u t i 

(5) Selama masa c u t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
Perangkat Desa d i larang menggunakan fasil itas 
pemer intah desa u n t u k kepent ingan sebagai calon Kepala 
Desa. 

(6) Tugas perangkat Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d irangkap oleh perangkat Desa la innya yang d i te tapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 



Bagian Kedua 
Calon Kepala Desa dari PNS 

Pasal 60 

(1) Pegawai negeri s ip i l yang menca lonkan d i r i da lam 
pemi l ihan Kepala Desa h a r u s mendapatkan iz in t e r tu l i s 
da r i pejabat pembina kepegawaian. 

(2) Da lam h a l pegawai negeri s ip i l sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) te rp i l ih dan d iangkat menjadi Kepala Desa, 
yang bersangkutan d ibebaskan sementara dar i j aba tannya 
selama menjadi Kepala Desa tanpa kehi langan h a k sebagai 
pegawai negeri s ip i l . 

(3) Pegawai negeri s ip i l yang t e rp i l i h dan d iangkat menjadi 
Kepala Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) berhak 
mendapatkan tun jangan Kepala Desa dan penghasi lan 
la innya yang sah. 

BAB XIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 61 

(1) Biaya pemi l ihan Kepala Desa d ibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 

(2) Biaya pemi l ihan Kepala desa t i dak d ibebankan kepada 
baka l calon dan/atau calon Kepada Desa. 

(3) Ketentuan lebih l an ju t mengenai pembiayaan pemi l ihan 
Kepala Desa d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i . 

BAB X I I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 62 

(1) Kepala Desa yang ada pada saat i n i tetap melaksanakan 
tugasnya sampai hab is masa jaba tannya , sesuai dengan 
Keputusan pengangkatannya. 

(2) Penjabat Kepala Desa yang ada pada saat i n i tetap 
melaksanakan tugasnya saunpai dengan d i l an t iknya 
Kepala Desa yang ba ru . 

BAB X I V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 63 

Pada saat Peraturan Daerah i n i m u l a i be r laku , m a k a Peraturan 
Daerah Nomor 11 T a h u n 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pengangkatan d a n Pemberhentian Kepala Desa d icabut d a n 
d inyatakan t idak ber laku. 



Pasal 64 

Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundEingan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya 
da lam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pac i tan 
pada tanggal 30 - 12 - 2016 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pac i tan 
Pada tanggal 30 Desember 2016 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Drs. SUKO WIYONO. MM 
Pembina Utama Madya 

NIP, 195910171985031015 

LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 6 NOMOR 9 

N O R E G PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA T IMUR 
NOMOR 453 -11/2016 



PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 

NOMOR 9 TAHUN 2 0 1 6 

TENTANG 

PEMILIHAN K E P A L A D E S A 

I. PENJELASAN UMUM 
Sebagai t i ndak l an ju t d i te tapkannya Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 

2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa 
dan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 T a h u n 2014 tentang 
Pemil ihan Kepala Desa yang d i jad ikan pedoman da lam Penyusunan Peraturan 
Dearah Kabupaten Pacitan yang terka i t dengan pelaksanaan Pemerintahan 
Desa m a k a d i susun lah Peraturan Daerah tentang Pemil ihan Kepala Desa. 
Kepala Desa d ip i l i h secara langsung dar i d a n oleh penduduk Desa yang 
memenuh i persyaratan dengan masa j aba t an 6 (enam) t a h u n t e rh i tung sejak 
tanggal pe lant ikan. Kepala Desa dapat menjabat pa l ing banyak 3 (tiga) k a l i 
masa j aba tan secara b e r t u r u t - t u r u t a tau t i dak secara b e r t u r u t - t u r u t . 
Da lam Peraturan Daerah i n i d i a tu r k h u s u s mengenai pemi l ihan Kepala Desa 
serentak agar d i laksanakan secara serentak bergelombang d i s e lu ruh wi layah 
Kabupaten. 
Pemil ihan Kepala Desa serentak secara bergelombang d i laksanakan dengan 
mempert imbangkan pengelompokan w a k t u berakh i rnya masa j aba tan Kepeda 
Desa d i wi layah Kabupaten. Da lam pengelompokan tersebut, pelaksanaan 
Pemil ihan Kepala Desa secara bergelombang d i l a k u k a n dengan interva l w a k t u 
pal ing lama 2 (dua) t a h u n yang d iawal i u n t u k gelombang per tama d i t a h u n 
2017. 

Sebagai ak ibat d i laksanakannya kebi jakan pemi l ihan Kepala Desa 
serentak, da lam pera turan daerah i n i j u g a d i a tu r mengenai pengisian j aba tan 
Kepala Desa yang berhent i dan/atau d iberhent ikan sebelum d i l a k s a n ^ a n n y a 
pemi l ihan Kepala Desa serentak. U n t u k mengis i kekosongan j aba t an Kepala 
Desa tersebut, d iangkat lah penjabat Kepala Desa dar i u n s u r Pegawai Negeri 
S ip i l oleh B u p a t i . 

I I . PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Yang d imaksud dengan: 
Langsung adalah bahwa rakyat yang sudah memi l i k i h a k p i l i h (pemilih) 
mempunya i h a k u n t u k member ikan suaranya secara langsung sesuai dengan 
keyak inannya tanpa adanya perantara. 
U m u m ar t inya adalah pemi l ih memi l i k i j a m i n a n kesempatan yang ber laku 
menye luruh (umum) bagi semua warga negara, t anpa adanya d i skr iminas i 
berdasarkan s u k u , agama, ras, golongan, j en i s ke lamin , pekerjaan dan status 
sosial. Pemil ihan kepala desa i n i bisa d i i k u t i oleh semua warga negara yang 
te lah memenuh i persyaratan. 
Bebas adalah beihwa setiap pemi l ih memi l i k i kebebasan da lam menentukan 
p i l ihannya tanpa adanya paksaan dar i p ihak -p ihak la in . 
Rahasia adalah da lam member ikan suaranya, warga negara yang sudah 
memi l ih d i j amin p i l ihannya t idak d ike tahu i oleh p ihak m a n a p u n dan dengan 
j a l a n apapun. 



J u j u r ada lah da lam penyelenggaraan pemi l ihan kepala desa, setiap 
penyelenggara pemi l ihan kepala desa, aparat, peserta pemi l ihan kepala desa, 
pengawas, pemantau, pemi l ih dan semua orang yang ter l ibat ha rus bersikap 
j u j u r sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Ad i l a r t inya setiap pemi l ih d a n peserta pemi l ihan kepala desa mendapatkan 
per lakuan yang sama, serta bebas dar i kecurangan p ihak manapun . 

Pasal 2 
Cukup j e l a s . 

Pasal 3 
C u k u p je las. 

Pasal 4 
Cukup j e l a s . 

Pasal 5 
A y a t ( l ) 
C u k u p je las. 
Ayat (2) 
Yang d imaksud Pemil ihan Kepala Desa serentak secara bergelombang 
setelah masa 6 (enam) t a h u n per tama adalah apabi la pelaksanaan 
Pemil ihan Kepala Desa serentak secara bergelombang d i laksanakan pada 
t a h u n 2017,2018, dan 2019 m a k a Pemil ihan Kepala Desa serentak 
secara bergelombang be r iku tnya d i laksanakan pada 2023, 2024, d a n 
2025, d a n seterusnya. 
Ayat (3) 
C u k u p jelas. 
Ayat (4) 
C u k u p je las. 

Pasal 6 
C u k u p Jelas. 

Pasal 7 
Cukup j e l a s . 

Pasal 8 
Da lam h a l w a k t u pelaksanaan pemi l ihan kepala desa d i laksanakan 
meng iku t i j adwa l penyerentakan pelaksanaan pemi l ihan kepala desa 
yang d i te tapkan oleh b u p a t i dan berbeda dengan j adwa l sesuai dengan 
habis masa j aba t an kepala desa, m a k a pembentukan pan i t ia pemi l ihan 
kepala desa oleh badan permusyawaratan desa d i laksanakan 
menyesuaikan dengan j adwa l yang d i te tapkan oleh bupat i . 
Pembentukan pan i t ia pemi l ihan kepala desa oleh badan 
permusyawaratan desa d i laksanakan me la lu i musyawarah desa dan 
susunan pan i t ia mempert imbangkan keterwaki lan wi layah d i desa. 

Pasal 9 
C u k u p Jelas. 

Pasal 10 
C u k u p Jelas. 

Pasal 11 
C u k u p Jelas. 

Pasal 12 
C u k u p Jelas. 

Pasal 13 
C u k u p Jelas. 

Pasal 14 
C u k u p Jelas. 

Pasal 15 
C u k u p Jelas. 



Pasal 16 
C u k u p Jelas. 

Pasal 17 
C u k u p Jelas. 

Pasal 18 
C u k u p Jelas. 

Pasal 19 
C u k u p Jelas. 

Pasal 20 
C u k u p Jelas. 

Pasal 2 1 
C u k u p Jelas. 

Pasal 22 
H u r u f a 
Cukup j e l a s . 
H u r u f b 
C u k u p je las. 
H u r u f c 
C u k u p je las. 
H u r u f d 
Cukup j e l a s . 
H u r u f e 
Usia 65 d idasarkan pada angka harapan h i d u p 
H u r u f f 
Cukup j e l a s . 
H u r u f g 
C u k u p je las. 
H u r u f h 
C u k u p je las. 
H u r u f i 
Cukup j e l a s . 
H u r u f j 
C u k u p je las. 
H u r u f k 
C u k u p Jelas 
H u r u f 1. 
D i b u k t i k a n dengan sura t pemyataan t i dak p e m a h d iberhent ikan dengan 
t i dak ho rma t sebagai Kepala Desa yang d i bua t oleh yang bersangkutan d i 
atas kertas segel a tau bennaterei c u k u p . 
H u r u f m . 
D i b u k t i k a n dengan sura t pemyataan bersedia berdomisi l i a t au bertempat 
t inggal d i desa setempat setelah te rp i l ih dan d i l an t ik menjadi kepala desa, 
yang d ibua t oleh yang bersangkutan d i atas kertas segel a tau bennaterei 
c u k u p . 

Pasal 23 
C u k u p Jelas. 

Pasal 24 
C u k u p Jelas. 

Pasal 25 
C u k u p Jelas. 

Pasal 26 
C u k u p Jelas. 

Pasal 27 
C u k u p Jelas. 



Pasal 28 
C u k u p Jelas. 

Pasal 29 
C u k u p Jelas. 

Pasal 30 
C u k u p Jelas. 

Pasal 31 
C u k u p Jelas. 

Pasal 32 
C u k u p Jelas. 

Pasal 33 
C u k u p Jelas. 

Pasal 34 
C u k u p Jelas. 

Pasal 35 
C u k u p Jelas. 

Pasal 36 
A y a t ( l ) 
C u k u p jelas. 
Ayat (2) 
C u k u p Jelas. 
Ayat (3) 
C u k u p je las. 

Pasal 37 
C u k u p j e l a s . 

Pasal 38 
C u k u p Jelas. 

Pasal 39 
C u k u p Jelas. 

Pasal 40 
C u k u p j e l a s . 

Pasal 41 
C u k u p Jelas. 

Pasal 42 
C u k u p Jelas. 

Pasal 43 
A y a t ( l ) 
C u k u p je las 
Ayat (2) 
C u k u p jelas. 
Ayat (3) 
Yang d imaksud wi layah tempat t inggal adalah wi layah d u s u n , Wilayah 
R u k u n Warga/RW, a tau Wilayah R u k u n Tetangga /RT. 
Perhi tungan j u m l a h pemi l ih terbesar d i t en tukan berdasarkan daftar 
kehad i ran pemi l ih yang dicatat oleh pani t ia . 

Pasal 44 
C u k u p Jelas. 

Pasal 45 
C u k u p Jelas. 

Pasal 46 
C u k u p j e l a s . 

Pasal 47 
C u k u p Jelas. 

Pasal 48 
C u k u p Jelas. 



Pasal 49 
C u k u p Jelas. 

Pasal 50 
C u k u p Jelas. 

Pasal 51 
C u k u p Jelas. 

Pasal 52 
C u k u p Jelas. 

Pasal 53 
C u k u p Jelas. 

Pasal 54 
Culcup Jelas. 

Pasal 55 
A y a t ( l ) 
C u k u p jelas. 
Ayat (2) 
C u k u p jelas. 
Ayat (3) 
Cukup j e l a s . 
Ayat (4) 
Yang d imaksud dengan h a k yang sama adalah berupa se lu ruh tunjangan 
dan penghasi lan la innya yang sah kecua l i penghasi lan tetap dar i 
APBdesa. 
Ayat (5) 
C u k u p je las 

Pasal 56 
C u k u p Jelas. 

Pasal 57 
A y a t ( l ) 
C u k u p je las. 
Ayat (2) 
Perhi tungan masa j aba t an Kepala Desa adalah sebagai b e r i k u t : 
(1) Kepala Desa yang p e m a h m e n d u d u k i j aba t an berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 t a h u n 1979, dengan masa j aba tan 8 t a h u n , ba ik 
menjabat sampai habis masa j aba tan a tau t idak , m a k a t e rh i tung 
sebanyak 1 (satu) ka l i masa j aba t an a tau 1 (satu) periode ; 

(2) Kepala Desa yang d iangkat/d ip i l ih berdasarkan Undang-undang 
Nomor 22 T a h u n 1999 dengan masa j aba t an 10 (sepuluh ) t a h u n , 
ba ik menjabat sampai habis masa j aba t an a t au t idak, m a k a masa 
j aba t an tersebut t e rh i tung sebanyak 2 (dua) ka l i masa j aba t an a tau 2 
(dua) periode; 

(3) Kepala Desa yang d iangkat/d ip i l ih berdasarkan Undang-undang 
Nomor 32 T a h u n 2004 dengan masa j aba t an 6 (enam) t a h u n , ba ik 
menjabat sampai habis masa j a b a t a n a t au t idak, m a k a masa j aba tan 
tersebut t e rh i tung sebanyak 1 (satu) k a l i masa j aba t an a tau I (satu) 
periode; 

(4) Kepala Desa yang d iangkat/d ip i l ih berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 t a h u n 2014 dengan masa j aba t an 6 (enam) t a h u n , ba ik 
menjabat sampai habis masa j aba tan a tau t idak, ba ik yang d ip i l i h 
secara langsung a tau Pergantian Antar W a k t u , m a k a masa j aba t an 
tersebut t e rh i tung sebanyak 1 (satu) k a l i masa j aba tan a tau 1 (satu) 
periode. 

Ayat (3) 
Cukup j e l a s . 
Ayat (4) 
C u k u p j e l a s 



Pasal 58 
C u k u p Jelas, 

Pasal 59 
C u k u p Jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 
Cukup j e l a s . 
Ayat (2) 
C u k u p je las. 
Ayat (3) 
Yang d imaksud dengan mendapatkan tun jangan Kepala Desa dan 
penghasi lan f a innya yang saih adaLlah tun jangan d a n penghasi lan dar i 
APBDesa d i luar penghasilein tetap 

Pasal 6 1 
A y a t ( l ) 
Biaya pemi l ihan Kepala Desa dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten adalah u n t u k pengadaan sura t suara, ko tak suara, 
kelengkapan peralatan la innya, hono ra r ium pani t ia , dan biaya 
pe lant ikan. 
Biaya pemi l ihan kepala desa dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
adalah u n t u k k e b u t u h a n d i l ua r penganggaran yang d ibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten . 
Ayat (2) 
C u k u p jelas. 

Pasal 62 
C u k u p Jelas. 

Pasal 63 
C u k u p Jelas. 

Pasal 64 
C u k u p Jelas. 


